
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana  

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan 

teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan 

pelaku dengan maksud untuk menetukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka 

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk 

dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu 

memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.
1
  

KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan 

pertanggungjaaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif 

yang biasanya menggunakan frasa “tindak pidana” (pasal 49,49,50,51 KUHP) “tidak 

dapat dipertanggungjawabkan” (pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain.
2
  

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah 

dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian 

dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan 

pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan 

perbuatan dan nilai-nilai moral yang  dilanggarnya.
3
 Pelaku tindak pidana dapat 
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dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya 

memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang  

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan tersangka, jika 

telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah 

ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang 

terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan 

tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari 

sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu 

bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.
4
 Dilihat dari sudut 

terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas 

tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada 

alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 

dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya 

seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas 

perbuatannya. 

Ruslan Saleh didalam bukunya ”Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban 

Pidana” mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi 

tiga syarat yaitu
5
 :  

a. Dapat menginsyafi makna yang nyata dari pada perbuatannya. 

b. Dapat mengisnyafi bahwa perbuatannya itu tidak patut dalam pergaulan 

masyarakat. 
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c.  Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan 

perbuatan.  

  Sedangkan menurut penulis lain” Mampu bertanggung jawab adalah mampu 

menginsyafi sifat melawan hukum nya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu 

mampu untuk menentukan kehendaknya.
6
 

2.  Alasan Pemaaf 

     Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak 

dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak 

dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. 

Dengan demikian disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, 

sehinggan tidak mungkin ada pemidanan.alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP 

ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), dan alasan pembenar terdapat dalam 

Pasal 49 Ayat 2 (noodweer exces) , Pasal 51 Ayat 2 (dengan itikad baik 

melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).
7
 

Meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang 

mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang 

bersangkutan tidak dipidana, Alasan pemaaf merupakan pembelaan dari pelaku 

terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf 

dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukum pidana . 

hukum pidana selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan 

tertentu yang memungkinkan pembuuat tidak di pidana. Keadaan-keadaan yang 
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demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat 

tidak dipertangungjawabkan. 

Tidak adanya alasan pemaaf sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang 

lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. 

Peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan 

kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian 

sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab. 

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mempunyai peran yang sentral dan 

berhubungan erat dengan asas kesalahan. Atas alasan-alasan ini dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara alasan pemaaf dengan pertanggungjawaban pidana 

menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana , bukan menggunakan 

istilah peniadaan pidana.
8
 

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. 

Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan psychis pembuat. 

Hubungan antara keadaan psychis pembuat dengan pertanggungjawaban pidana 

merupakan suatu keadaan yang bersifat psychologis pembuat yang melakukan tindak 

pidana, karena keadaan-keadaan psychis tertentu pembuat tidak bertanggungjawab. 

Keadaan-keadaan psychis tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.
9
  

3. Kesalahan 

  Kesalahan berisifat psychologis sebagai unsur pertanggungjawaban pidana  

atau bersifat normatif telah banyak dibahas menurut teori monistis maupun  dualistis. 
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Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat  psychologis dibahas dalam kesalahan 

sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga 

akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. menurut teori 

dualiastis kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur 

pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti 

sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti luas. Kesalahan dalam arti 

yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang 

merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan ” (geen straf zonder 

schuld).
10

  

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan ciri esensial anara teori 

monistis dan teori dualistis. Unsur kesalahan yang menilai keadan batin pelaku 

merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan 

perbuatan si pelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi 

dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat 

dibebankan pada orang itu. Akibatnya, terhadap pelaku tadi dijatuhi hukum pidana .
11

 

Menurut Simsons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada 

seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan 

tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu 

dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat 

disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu :  
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a. Keadaan psikis tertentu. 

b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan 

hingga menimbulkan celaan.
12

 

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan 

kealpaan, menurut teori monistis bersifat psychologisn, akibatnya pula kesalahan 

untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat psychologis . bentuk- 

bentuk kesalahan antaralain : 

a. Kesengajaan (opzet) 

Wetboek van srafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai 

kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 

dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.
13

 Kesengajaan yang 

merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk 

kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet 

alsoogmerk), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur willes en 

wetens, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dan 

perbuatannya.  

b. Kelalaian (culpa) 

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan 

dari kesengajaan (opzettelijk atau dolus). Dalam rumusan tindak pidana 

sering disebut dengan schuld, yang dapat saja membinggungkan karena 
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schuld dapat juga berarti kesalahn yang terdiri dari kesengajaan dan tidak 

sengaja (culpa) itu sendiri. Bentuk dari kelalaian ada 2 yaitu : 

1. Kelalaian dengan kesadaran (bewutse schuld) dalam hal ini, si pelaku 

telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi 

walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut. 

2. Kelalaian tanpa kesadaran (onbewutse schuld) dalam hal ini, si pelaku 

tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang 

dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia 

harusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat.
14

 

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya 

semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana, yang menjadi parameter 

untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah 

tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perudang-undangan dalam 

hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari 

penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya 

norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat 

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya  itu. Dari 

pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur 

pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pemidanaan pada 

pembuat.
15
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B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen 

Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama 

Baik 

1. Pengertian Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang 

Memiliki Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik dan Unsur-

Unsur 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-

undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 

tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai 

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 

menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang 

tersebut. 

Pembentukan Undang-Undang telah menggunkan Perkataan strafbaar feit 

untuk menyebutkan apa apa yang dikenal sebagai tindak pidan.  Perkataan feit  itu 

sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan 

strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan strafbaar feit itu 

diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.
16

 

Mendistribusikan berasal dari kata distribusi yang artinya sebagai ”kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan 

dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang 
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diperlukan”.
17

 Menurut penejelasan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan 

mendistribusikan adalah  

     “Mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.” 

               Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan unsur 

sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan 

kepadanya diminta pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana yang 

berlaku.
18

 

2. Pengertian Dokumen Elektronik dan UU ITE 

             Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau 

didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas 

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, 
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angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19

 

3. Jenis - Jenis Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Didalam KUHP 

            Tindak pidana Penghinaan  sering pula disebut sebagai tindak pidana 

penghormatan. Dalam pembuatan perbuatan yang dianggap sebagai pencemaran 

nama baik, dalam tindak pidana ini bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi 

tetapi juga nama baik. Maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah 

satu deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik,  

           Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi 

pencemaran atau penistaan (smaad) dan pencemaran tertulis (smaadschrifft) 

dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

yakni : 

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 

diketahui umum, diancam karena pencemarandengan pidana penjara paling 

lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 

(empat ribu lima ratus rupiah). 

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 

dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena 

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 

(empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu 

lima ratus rupiah). 

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas 

dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela 

diri. 

           Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), 

yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan 
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disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan 

pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan 

tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis 

pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran 

dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan 

pencemaran tertulis.
20

 

C. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan dan Pencemaran nama baik 

1. Pengertian Penghinaan 

            Penghinaan dalam UU ITE (Pasal 27 ayat (3) merumuskan: “Setiap orang 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusukan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Tindak pidana 

tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jelas, bahwa sebagai 

lex specialis dari lex generalis dalam Bab XVI Buku II KUHP, pengertian yuridis 

“pencemaran” dan “penghinaan” dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus 

mengacu pada bentuk-bentuk penghinaan dan pengertian yuridis beserta unsur-unsur 

dari bentuk-bentuk penghinaan khususnya pencemaran dalam lex generalisnya in 

casu Bab XVI KUHP tersebut. Disebabkan UU ITE tidak memberikan pengertian 

yuridis dari kedua kualifikasi pencemaran maupun penghinaan. 
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2. Pengertian Pencemaran Nama Baik 

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan 

seseorang atau mencemarkan nama baik melalui lisan atau tulisan. Pencemaran nama 

baik ini digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu, pencemaran terhadap 

perorangan, kelompok, agama, orang yang telah meninggal, dan para pejabat. 

Pencemaran nama baik telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana 

(kuhp). dimana hal tersebut termuat pada pasal 310 s.d 321 kuhp. hukum pidana di 

indonesia sendiri saat ini membagi pencemaran nama baik menjadi 6 macam yaitu: 

Penistaan Pasal 310 Ayat (1) KUHP 

Supaya bisa dihukum dalam pasal ini menurut r. soesilo, penghinaan harus di 

dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu agar 

diketahui oleh banyak orang. perbuatan tersebut tidak harus perbuatan yang 

melanggar hukum, cukup perbuatan biasa yang memalukan. penistaan dengan 

tulisan 

Pasal 310 Ayat (2) KUHP 

Seseorang dapat dituntut dengan pasal ini jika melakukan penghinaan melalui 

tulisan maupun gambar. hal ini dijelaskan dalam pasal 310 ayat (2) KUHP. 

Fitnah Pasal 311 KUHP 

Perbuatan pada pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) kuhp yang tidak dapat dihukum, 

jika tuduhan tersebut untuk membela kepentingan umum atau dengan terpaksa 

membela kepentingan sendiri. jika ini terjadi baru hakim akan melakukan 



pemeriksaan apakah terdakwa betul telah melakukan pencemaran nama baik 

karena untuk membela kepentingan umum atau membela diri. apabila pembelaan 

tersebut tidak bisa dianggap oleh hakim, sedangkan pada pemeriksaan apa yang 

telah dituduhkan tidak terbukti maka terdakwa tidak menista lagi akan tetapi akan 

dikenakan pasal 311 kuhp tentang fitnah. 

Penghinaan Ringan Pasal 315 KUHP 

Penghinaan ringan merupakan penghinaan berupa kata-kata menyakitkan yang 

dilakukan di depan umum. kata-kata menyakitkan ini seperti anjing, brengsek, 

sundel, dan kata-kata menyakitkan lainnya. penghinaan ringan ini juga dapat 

dilakukan dengan sebuah perbuatan seperti meludahi wajah, pengang kepala dan 

mendorong topi hingga lepas untuk orang indonesia. 

Pengaduan Palsu Atau Pengaduan Fitnah Pasal 317 KUHP 

Orang yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini adalah mereka yang dengan 

sengaja memasukkan surat pengaduan palsu mengenai orang pada penegak 

hukum. selain itu menyuruh menulis surat pengaduan palsu yang berakibat pada 

tercemarnya kehormatan dan nama baik seseorang juga masuk dalam pasal 317 

KUHP. 

Tuduhan Perbuatan Secara Fitnah Pasal 318 KUHP 

Orang yang sengaja melakukan perbuatan dimana menyebabkan orang lain terlibat 

dalam tindak pidana, dimana hal ini tidaklah benar. misalnya saja menaruh barang 

bukti hasil kejahatan pada orang lain agar orang tersebut dituduh melakukan 



kejahatan. Adapun kalsifikasi pencemaran nama bail melalui media sosial adalah 

seperti larangan menyerang kehormatan yang memuat kata penghinaan pada 

media sosial ini diatur dalam uu ite no. 11 tahun 2008 pasal 27 hingga pasal 37. 

selain itu pencemaran nama baik juga diatur dalam kuhp, yaitu pasal 310 ayat (1), 

(2), dan (3). 

berdasar pasal 27 ayat (3) uu ite dan juga kuhp pasal 310 yang dapat dikategorikan 

dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam media sosial. perbuatan tersebut 

dilakukan dengan kesengajaan, tanpa izin, agar diketahui oleh umum dan juga 

bertujuan untuk menyerang nama baik seseorang. 

3. Perbedaan Penghinaan dan Pencemaran nama baik 

Penghinaan adalah menurut pengertian umum “mengina” adalah menyerang 

kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya 

penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan 

dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Tindak pidana 

penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik 

penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan 

seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya 

kehormatan yang harus di lindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa 

ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya harus dibuktikan adalah 

terserangnya kehormatan dan nama baik (geod naam).  

Tindak pidana penghormatan sering pula disebut sebagai tindak pidana 

penghormatan. Dalam pembuatan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, 

bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Maka ada 



beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya harus dibuktikan 

adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (geode naam) adalah terserangnya. 

Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas 

kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk 

diketahui oleh orang banyak. 

Menurut Ledeng Marpuang, istilah tindak pidana penghinaan pada umunya juga 

biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap penghormatan. Dipandang dari segi sisi 

sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut 

yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. 

Tindak pidana penghormatan penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak 

seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang. Tindakan 

penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama 

baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan 

kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari. 
21

Penyerangan kehormatan 

orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri 

seseorang mempunyai dua sisi nilai yang subjektif dan obyektif. 

Sedangkan Pencemaran nama baik cenderug sangat melekat epada media social 

yang unsurnya sama dengan penghinaan itu sendiri. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim 

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim 

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman 

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyeleggarakan peradilan guna 

meneggakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar 

Negara Repulik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum 

Repulik Indonesia. Kekuaaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk 

memuat suatu putusan di dalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa putusan yang diambil 

oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan 

dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menurut Wiryono Kusumo, 

pertimbangan atau considerans hakim merupakan dasar putusan hakim atau 

argumentasi dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar 

dan tidak sepantasnya (Proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan 

itu tidak benar dan tidak adil.
22

  

Sehingga dapat dikatakan dasar petimbangan merupakan,argumen yang 

menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis 

hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan 

putusan kepada terdakwa,dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan 
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yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan 

tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan,akan 

mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang 

membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan 

seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-

benar bisa di percaya,adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu 

perkara. Oleh sebab itu maka,ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara,tanggung 

jawab hakim terhadap putusanya,serta kebebasan hakim dalam mengadili dan 

memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.
23

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa 

terkecuali, sehingga tidak satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam 

menjalankan tugasnya tersebut.Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan 

senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan 

profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusanya.
24

  

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik 

itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan 

kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun 

keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Menurut 

Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim 
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dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai 

berikut.
25

 

1. Teori Keseimbangan  

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara 

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepetingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa 

dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.
26

 

 Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat 

perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, 

perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam 

memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum 

pidana materil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup 

diatur mengenai perlindungan terhadap korban. Kalaupun ada upaya perlindungan 

terhadap korban, hal  itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari 

proses perkara. 

 Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik 

umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, di mana kepentingan masyarakat di 

rumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan 

pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan 
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meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana 

yang dijatuhkan terhadap terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP).  

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  

 Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan 

dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau 

dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu 

penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau penuntut 

umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam 

penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada 

pengetahuan dari hakim.
27

 

 Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim di mana 

pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana 

atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara 

perdata, disamping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan 

keyakinan hakim. Akan tetapi, keyakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, 

yang hanya didasarkan pada instink atau naluri hakim saja. Padahal hakim 

sebagaimana manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan 

rohani yang kadang kala menempatkan instink atau naluri hakim menjadi sesuatu 

yang tidak benar, sehingga di kuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam 

putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi putusan yang 

salah atau yang sesat, yang dapat menimbulkan polemic yang berkepanjangan 
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mudharatnyadari pada manfaatnya. Oleh karna itulah, hakim hakim harus berhati-

hatidalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi 

semata dari hakim sendiri. 

3. Teori Pendekatan Keilmuan  

 Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari 

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam ;peringatan bahwa 

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuink 

semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan 

keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
28

  

4. Teori Pendekatan Pengalaman  

 Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan 

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak 

dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan 

pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam 

putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan 

juga masyarakat. Semakin banyak jam terbang dari seorang hakim, seharusnya secara 

teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan 

pertimbangan atas suatu perkara.
29
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5. Teori Ratio Recidendi 

 Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara tang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan seagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk 

menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
30

 

2. Jenis-Jenis Dasar Pertimbangan Hakim   

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas 

dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-

pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan dalam 

perkara yang di adili tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari  2 

kategori yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. 

1. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh 

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Hal-

hal yang dimaksudkan tersebut adalah:
31

 

1. Dakwaan jaksa penuntut umum  

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah 

pemeriksaaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain bersikan identitas 
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terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut 

waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 

2. Keterangan terdakwa  

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai 

alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di siding 

tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. 

3. Keterangan saksi 

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan 

itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan 

alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat 

sumpah.  

4. Barang-barang bukti  

Pengertian barag bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan 

dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan. 

5. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana  

Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa 

penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang 

dilanggar oleh terdakwa, Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar 

pemidanaan atau tindakan oleh hakim.  

 

 

 

 



2. Pertimbangan Non Yuridis 

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai Pertimbangan yang bersifat Non 

Yuridis adalah sebagai berikut
32

 : 

a. Latar belakang terdakwa  

Latar belakang peruatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang 

menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa 

dalam melakukan tindak pidana krimina. 

b. Akibat perbuatan terdakwa  

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban 

ataupun kerugian pada pihak lain. 

c. Kondisi diri terdakwa   

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa 

sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan 

dengan perasaan misalnya dalam marah, mempunyai perasaan dendam, 

mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan 

kacau atau tidak normal. 

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa  

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas 

memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus 

dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal 

ini berbeda dengan konssep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan 

mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. 
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e. Faktor agama terdakwa  

Hakim membuat keputusan berdasarkan kepada Ketuhanan, berarti harus pula 

ia terkait oleh ajaran-ajaran agama. 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau 

ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi 

sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan 

tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun 

ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai 

pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan dokumen 

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dan dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku yang dengan 

sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan 

pencemaran nama baik ditinjau dari kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 

1014/pid.sus/2020/pn.mdn. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian 

hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif (Normative law research) adalah 

metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, 

artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai 

literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

 



C. Metode Pendekatan Masalah 

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan 

terssebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu 

hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam melakukan penelitian ini 

dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah sebagai berikut; 

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang sedang ditangani.
33

 

2. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) merupakan pendekatan yang 

beranjak dari pandangan-pandanngan dan doktrin-doktrin yang berkembang 

didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktri dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-

asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 

3. Pendekatan Kasus (Case Approach) merupakan pendekatan dengan cara 

menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang 

telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap.
34

 

D. Sumber Bahan Hukum 

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber 

bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer dalam 

penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta metode 

pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menganalisis Putusan 

Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 

pengadilan.
35

 Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan 

ialah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum yang berkaitan 

dengan pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. 

E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan 

cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,catatan-catatan, 

dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam 

penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-
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Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana . Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi 

tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian 

menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan 

Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. 

F. Analisis Bahan Hukum 

 Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan 

yang menitikberatkan pada peraturan perundang-udangan yang berlaku sebagai 

pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-

aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan 

norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

hukum yang diteliti, dan menyusunanya untuk menjawab pada Studi Putusan Nomor 

1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. 

 



 


